[bookmark: _TOC_250043]BAB I PENDAHULUAN
A. [bookmark: _TOC_250042]Latar Belakang Masalah
Negara hukum Indonesia sangat memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemauan dan kesatuan ekonomi nasional." Pertumbuhan ekonomi suatu negara memerlukan suatu sistem pengaturan ekonomi yang mudah diakses dan terpadu yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Indonesia memiliki peluang untuk menjadi negara dengan perkembangan nilai aset ekonomi syariah tertinggi di dunia. Dengan munculnya dan berkembangnya agama Islam di dunia, ekonomi syariah berkembang dan berkembang.
Ketika Rasulullah SAW berada di Mekkah, tidak sempat melakukan kegiatan ekonomi karena Rasulullah SAW lebih fokus pada ketauhidan. Selain itu, sistem ekonomi kapitalis tidak menciptakannya. Ekonomi Islam berasal dari kebutuhan agama itu sendiri. Hukum Islam di Indonesia dianggap sebagai hukum yang hidup (living law), yang berarti ia berfungsi di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa hukum merupakan representasi dari sistem nilai masyarakat yang berlaku, dan suatu keadaan yang diinginkan adalah adanya kesesuaian antara sistem nilai tersebut dan
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hukum. Oleh karena itu, hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia.1
Semua negara, baik maju maupun berkembang, masih menghadapi masalah kemiskinan. Keterbatasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar adalah tanda kemiskinan, dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar adalah tanda lain dari kemiskinan. Berbeda dengan ketimpangan pendapatan, pekerjaan yang berkaitan erat dengan standar hidup layak kelompok minimum tertentu, sementara ketimpangan pendapatan menyebabkan standar hidup yang berbeda tergantung pada pandangan seseorang.2
Bisnis telah menjadi salah satu mata pencarian dalam aktivitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, sulit untuk memisahkan transaksi dalam memunuhi hajat primer, sekunder, dan tersier dari elemen bisnis. Bahkan dalam konteks sejarah kehidupan manusia, tahap demi tahap memiliki kemampuan untuk membentuk tatanan yang perspektifnya, dalam upaya memenuhi keinginan sesuai dengan kondisi dan situasinya.3
Dalam menjalankan suatu bisnis, dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan teori bisnis syariah lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam, seperti: Pertama, harus amanah dalam melakukan pekerjaan. Kedua, tidak berlaku kecurangan. Ketiga, tidak merampas hak orang lain. Keempat, tidak

1 Raden Ani Eko Wahyuni, Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 4, No. 2, (2019), 2.
2 Khindya Alifah dan Niniek Imaningsih, Tingkat P endidikan, Upah Minimum, &Tingkat Pengangguran Tebuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol. 12, No. 1, (2013), 1.
3 Fuad Riyadi, Urgensi Manajemen Dalam Bisnis Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 1, (2015), 1.
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melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, seperti penipuan, berbohong, sumpah palsu, suap, dan mengghibah. Dan hal yang paling penting, ialah senantiasa memberikan pelayanan yang optimal.4
Mengambil dan memasuki pasar baru memungkinkan pemilik bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Salah satu cara memasuki pasar baru dalam dunia bisnis adalah dengan bergabung dengan suatu organisasi, dimana organisasi bisnis dapat menghasilkan keuntungan besar setelah menilai permintaan dan kebutuhan pelanggan dan kemudian bergerak masuk ke dalam suatu pasar. Suatu resiko kegagalan dalam bisnis sebagian besar disebabkan oleh kesalahan manajemen atau kekurangan sumber daya manusia, teknologi, bahan baku, dan modal. Perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengelolaan karyawan yang efektif memberikan hasil yang menguntungkan. Tetapi tingkat keuntungan bisnis juga sangat bergantung pada industri, ukuran bisnis, dan lokasi.5
Indonesia dan di seluruh dunia, perbankan syariah menjadi pemimpin utama. Di perekonomian islam, istilah "falah" berarti menjadikan kemaslahatan dunia dan akhirat, yang harus dilakukan secara adil dan dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat, baik menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Dalam menjalankan operasinya, perbankan syariah harus





4 Zamakhsyari Baharuddin, Fahadil Amin Al Hasan, Perkembangan Bisnis Hotel Syariah Di Indonesia, Jurnal Al-„Adl, Vol. 11 No. 1, (2018), 8.
5 Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis dalam islam, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,
2018), 2.
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beroperasi dengan baik, sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip syariah.6
Perbankan syariah jelas memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi berwawasan syariah, terutama karena mereka membantu membesarkan usaha kecil dan menengah, berfungsi sebagai pusat kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan, dan berfungsi sebagai penyangga utama dari struktur perekonomian nasional. Ini menunjukkan betapa pentingnya bank syariah bagi masyarakat karena ia berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang mampu menangani masalah dasar yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah, terutama yang berkaitan dengan permodalan. Bank syariah tidak hanya menyediakan modal tetapi juga mengurus kegiatan sosial.7
Sangat penting untuk memperkuat kelompok UMKM yang melibatkan banyak pihak karena sektor UMKM berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Pengembangan sektor UMKM akan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja dalam angkatan kerja, mengurangi angka pengangguran, dan pada akhirnya mengakhiri kemiskinan.8 Namun, pelaku usaha mikro menghadapi kendala dalam mengembangkan bisnis mereka dan meningkatkan pendapatan, salah satunya adalah modal. Masalah permodalan ini berlaku untuk semua jenis
6 Rahmat Ilyas, Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah, Jurnal
Perbankan Syariah, Vol. 2, No. 1, (2021), 2.
7 Aam Slamet Rusydiana, Analisis Problem Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Process, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 6, No. 2, (2016), 2-3.
8 Hafidz Maulana Muttaqin, Ahmad Mulyadi Kosim, dan Dkk, Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 3, No. 1, (2020), 1–2.
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usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang saat ini beroperasi. Keterbatasan modal ini berdampak pada kegiatan operasi dan dapat menjadi masalah yang serius yang dapat membatasi potensi ekspansi bisnis dan menghambat inovasi.9
Bank syariah juga dapat memaksimalkan peran intermediasi mereka dalam berbagai hal. Salah satunya adalah di bidang sosial, yang membedakannya dari bank konvensional. Untuk mengoptimalkan peran bank syariah sebagai lembaga intermediasi dalam bidang sosial, mereka menyediakan produk pembiayaan melalui akad qard, yang berarti pinjam meminjam dana tanpa imbalan, dengan peminjam harus mengembalikan pokok pinjaman secara instan atau sebagai cicilan dalam jangka waktu tertentu. Peminjaman ini diberikan kepada kaum dhu'afa secara ekonomi.10
Ketidaksediaan debitur untuk melunasi atau ketidakmampuannya untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati adalah masalah utama pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan adalah kemampuan untuk membeli sesuatu atau meminjam uang kepada seseorang dengan janji pembayaran akan ditangguhkan pada jangka waktu tertentu. Di sisi penyaluran dana (Landing of






9 Wulanda Fuan Ertiyant dan Fitri Nur Latifah, Peran Bank Syariah Terhadap Pembiayaan Umkm Di Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance, Vol. 5, No. 1, (2022), 1.
10 Nur Haida, Mengukur Fungsi Sosial Dala m Perkembangan Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, Bulletin Des Sociétés Chimiques Belges, Vol. 7, No. 2, (2015), 25–27.
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Fund), pembiayaan adalah pembiayaan yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan.11
Bank BTPN Syariah terus memberikan pelayanan nyata dengan menyalurkan pinjaman dan pendampingan kepada masyarakat dalam mengembangkan usaha masyarakat prasejahtera, pinjaman tersebut disalurkan melalui program paket tempat pembiayaan syariah dengan sasaran kelompok ibu-ibu yang memiliki usaha, petugas bank juga akan mendampingi mengembangkan usaha, hingga usahanya berhasil. Bantuan pembiayaan usaha ini diberikan kepada ibu–ibu berkelompok nominal pinjaman juga disesuaikan dengan jenis usaha serta jumlah permintaaan, persyaratannya juga mudah tanpa anggunan atau jaminan pinjaman mulai dari 2.000.000 rupiah dengan bermodalkan ktp dan kartu keluarga.
tidak semua masyarakat mampu menggunakan dana yang disediakan oleh bank, maka upaya bank untuk memberikan akses kepada mereka harus dilakukan dengan strategi yang baik agar masyarakat dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pendapatan. Beberapa masyarakat (debitur) sering menyalahgunakan, seperti meminjam data orang, angsuran yang tidak lancar, dan tidak mampu mengembangkan usaha. Sebaliknya, Bank BTPN Syariah mengadakan pelatihan satu kali saat pembiayaan pertama kali dengan Masyarakat UMKM (debitur) bagaimana pemasaran dalam pengembangan kewirausahaan.



11 Amilis Kina, Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi pada BMT Syari‟ah Pare, Institute Agama Islam (IAIN) Tulung Agung, Vol. 3, No. 2, (2017), 4.
 (
6
)



Pengembangan entrepreneurship (kewirausahaan) UMKM belum berjalan dengan semestinya dikarenakan pelatihan yang diberikan dari Binaan Bank BTPN Syariah hanya dilakukan pada saat pembiayaan atau pada saat memberikan pemodalan untuk UMKM, dengan demikian proses pengembangan UMKM belum berjalan dengan semestinya, kurangnya proses pembinaan yang diberikan oleh pihak Bank BTPN Syariah kepada masyarakat pelaku UMKM, sejalan dari kurangnya pembinaan yang berikan, masyarakat pelaku UMKM juga sulit untuk pemahami pembinaan yang diberikan oleh pihak Bank BTPN Syariah, salah satu faktor yang mengpengaruhi proses pembinaan adalah masyarakat awam yang bisa dikatakan sulit untuk mengembangkan ataupun mengikuti perkembangan teknologi seperti sekarang ini, karena kebayakan pelaku UMKM adalah masyarakat yang tidak mempunyai sosial media dan bahkan buta terhadap teknologi.
Tabel 1.1

Angsuran Pembayaran Akad Pembiayaan Murabahah Bank BTPN Syariah di Desa Talang Pangeran Ulu
	Tahun (Lamanya Angsuran)
	Harga Pokok
	Angsuran Per 2 Minggu
	Jumlah Keseluruhan

	1 Tahun
(24 kali pembayaran)
	Rp. 2.000.000
	Rp. 104.000
	Rp. 2.496.000

	1 Tahun
(24 kali pembayaran)
	Rp. 3.000.000
	Rp. 156.000
	Rp. 3.744.000

	1 Tahun
(24 kali pembayaran)
	Rp. 8.000.000
	Rp. 416.000
	Rp. 9.984.000


Sumber: Diambil dari Nasabah Bank Btpn Syariah, 2023.
Strategi pengembangan kewirausahaan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk mengembangkan kewirausahaan yang berbasis
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potensi lokal. Ini akan membuat lebih mudah untuk memahami dan memanfaatkan potensi yang ada. Adanya kemandirian adalah inti dari pemberdayaan. Menurut definisi pembangunan, "Masyarakat memiliki peran utama dalam menentukan pilihan-pilihannya terhadap kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat".12
Karena tanggung jawabnya sebagai khalifah fil-ardh untuk meningkatkan makmur dan kemajuan bumi, bekerja dan berusaha, termasuk berwirausaha, dianggap sebagai komponen penting dari kehidupan manusia dalam pandangan Islam. Islam juga menekankan betapa pentingnya untuk membangun dan mempertahankan budaya kewirausahaan dalam kehidupan setiap orang yang beragama Islam. Kewirausahaan adalah kemampuan inovatif dan kreatif yang digunakan untuk mencari peluang sukses. Hanya mereka yang kreatif dan inovatif yaitu mereka yang memiliki jiwa, sikap, dan prilaku kewirausahaan yang dapat menjadi kreatif dan inovatif.13
Fakta bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara substansial mendukung ekonomi Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka mampu bertahan selama krisis ekonomi, menunjukkan bahwa UMKM memiliki keunggulan dan memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh jika diberi kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat. Melalui pembiayaan dari bank syariah, yang berbeda dengan kredit atau pinjaman dari bank  konvensional,  UMKM  dapat  memenuhi  persyaratan  permodalan.
12 Abdul Malik, Sungkowo Edy Mulyono, Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Pendidikan Nonformal dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol 1, No.1 (2017), 3.
13 Putra Wahyudi, Yusmalinda, Pemikiran Fazalurrahman Dalam Membangun Semangat Wirausaha. Iqtishady Jurnal Ekonomi Syari‟ah, Vol. 2, No. 2, (2021), 2.
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Masalah ini tampaknya terkait dengan jenis pembiayaan apa yang cocok untuk UMKM dan bagaimana bank syariah seharusnya menangani kebutuhan UMKM.14
Penelitian tentang pembiayaan syariah dan efeknya terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Talang Pangeran Ulu harus dilakukan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana Peran Intermediasi Sosial berkontribusi pada Pengembangan Entrepreneurship UMKM Bank BTPN Syariah di Desa Talang Pangeran Ulu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir. Oleh karena itu, penulis tertarik memilih judul berikut “Peranan Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Entrepreneurship Umkm Binaan Btpn Syariah Di Desa Talang Pangeran Ulu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir’’.


B. [bookmark: _TOC_250041]Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Apa peran intermediasi sosial perbankan syariah terhadap program UMKM di Desa Talang Pangeran Ulu ?
2. Bagaimana	peranan	intermediasi	sosial	perbankan	syariah	dalam pengembangan entrepreneurship UMKM di Desa Talang Pangeran Ulu ?


14 Muslimin Kara, Konstribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Makassar, Asy-Syir‟ah: Jurnal Ilmu Syari‟ah dan Hukum, Vol. 47, No. 1, (2013), 4-5.
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C. [bookmark: _TOC_250040]Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui peran intermediasi sosial perbankan syariah terhadap program UMKM di Desa Talang Pangeran Ulu.
2. Untuk mengetahui peranan intermediasi sosial perbankan syariah dalam pengembangan entrepreneurship UMKM di Desa Talang Pangeran Ulu.


D. [bookmark: _TOC_250039]Manfaat Penelitian
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya :
1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai informasi yang berguna di dalam kebijakan peranan intermediasi sosial dalam pengembangan entrepreneurship khususnya di Desa Talang Pangeran Ulu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir.
b. Penelitian ini diharapkan berguna sebagi suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.
2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Penulis
Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan
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yang berkaitan dengan peranan intermediasi sosial dalam entrepreneurship, sehingga wawasan dan pengetahuan tersebut dapat digunakan di masa yang akan datang.
b. Bagi Pihak Perbankan
Dapat menjadi sumber acuan bagi pihak perbankan serta evaluasi dan pembelajaran dalam menghadapi kompetensi di dunia perbankan.
c. Bagi Akademi

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan intermediasi sosial, perkembangan entrepreneurship, dan UMKM.


E. [bookmark: _TOC_250038]Sistematika Penulisan
Pada penelitian ini sistematika penulisannya yang terdiri dari bab yang masing-masing dengan memberikan gambaran terkait dengan isi dari penelitian menjadi beberapa bab serta sub bab, antara lain sebagai berikut :
1. BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini berisi dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitin, dan sistematika penulisan.
2. BAB II : LANDASAN TEORI
Bab ini berisi teori berdasarkan Literature dan teori-teori yang relavan terkait fenomena atau masalah yang akan diteliti, penelitian terdahulu,  kerangka  pemikiran  dan  mengembangkan  hipotesis  yang
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bersumber dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sebagainya, gambaran atau penjelasan secara umum tentang Peranan Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Entrepreneurship UMKM Binaan BTPN Syariah di Desa Talang Pangeran Ulu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir.
3. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisi tentang Gambaran umum dan ruang lingkup penelitian seperti: lokasi penelitian, waktu penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
4. BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini berisi hasil analisis dan pembahasan penelitian yaitu inti penelitian yang merupakan hasil dari observasi, wawancara pegawai Bank BTPN Syariah dan nasabah UMKM di Desa Talang Pangeran Ulu, mengenai Peranan Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Entrepreneurship UMKM.
5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
Bagian bab ini merupakan bab akhir dalam skripsi ini, dalam hal ini peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran yang berguna bagi pihak teoritis dan pihak praktisi.

